KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun
2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang
menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas
dan fungsinya menyelenggarakan Lkegiatan yang
berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga
Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk
organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di

lingkungannya;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan
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Mengingat

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan  Umum/Komisi Independen  Pemilihan
Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta
merta informasi publik yang telah dikuasai dan

didokumentasikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud

huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tentang
Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah laut;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
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2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Sekretariat Komisi
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Menetapkan

KESATU

10.

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota(Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 870);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun
2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134 /Kpts/KPU /2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANAH LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah
Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Tim Pembina JDIH bertugas:

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan
pengembangan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;
b. menyusun dan menyempurnakan
pedoman/standar pengelolaan teknis

dokumentasi dan informasi hukum; dan

c. melakukan supervisi terhadap kualitas
pembangunan hukum dan pelayanan kepada
publik sebagai salah satu wujud tata kelola
pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan,
efektif dan efisien.

2. Tim Teknis JDIH bertugas:

a. menjamin  ketersediaan dokumentasi dan
informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta
dapat diakses secara cepat dan mudabh;

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber
daya manusia untuk meningkatkan kapasitas
Tim Pengelola; dan

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan
tahunan.

Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah
Laut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.
RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

HENDRA SURYANA
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

JABATAN DALAM JABATAN
NO NAMA DINAS DALAM TIM
1 2 3 4
Ketua KPU
1. | Rudy Pratikno Kabupaten Tanah Pembina
Laut
Anggota KPU
2. | Nazaruddin Ikhwan Kabupaten Tanah Pembina
Laut
Anggota KPU
3. | Fendi Haryadi Kabupaten Tanah Pembina
Laut
Anggota KPU
4. |Maya Elinda Sari Kabupaten Tanah Pembina
Laut
Anggota KPU
5. | Nina Marta Sintia Kabupaten Tanah Pembina
Laut
Misbah Nurul Hilal, S.Sos.. Sekretaris KPU
6. | Pembina Tingkat I/IV.b Kabupaten Tanah Pembina
NIP.197008041990011001 Laut
Kasubbag Teknis
Hendra Suryana, S.Sos. Pen.yelengge.lr‘aan. Pimpinan
7. | Penata Tingkat I/ III.d Pemilu, Partisipasi Redaksi
NIP. 198512092010121002 dan Hubungan
Masyarakat

jdih.kpu.go.id/kalsel/tanahlaut


Administrator
Typewritten text
jdih.kpu.go.id/kalsel/tanahlaut


JABATAN DALAM JABATAN
NO NAMA DINAS DALAM TIM
1 2 3 4
Boandrew Salam,S.I.Kom. Kasubbag e
) Wakil Pimpinan
8. | Penata Tingkat I/ III.d Keuangan, Umum Redaksi
NIP. 198501102015121002 dan Logistik coaxs
Yuli Murniati, S.H. Penata Kelola Sarana &
9. | Penata Muda Tingkat I/IIl.b Sistem dan Prasarana
NIP.198603192008112001 Teknoogi Informasi S
Abdul Haliq Pengadministrasi Sarana &
10. | Pengatur/ II.d Umum Prasarana
NIP.197512042007101001
Shella Lyana W1'lza Ahli Pertama Penata .
11. | Cumentas, S.Psi. Kelola Pemil Administrator
NIPPPK.199407042024212052 .
Lian Fakhriani, S.E.
1an ra ) riani, S Kasubbag Hukum Penanggujawab
12. | Penata Tingkat I/III.d dan SDM Publikasi
NIP. 198201172010122003
Muhammad Hasna Ash Penyusun Materi
13 Shiddiqie, S.H. Hukum dan Redaksi Produk
" | Penata Muda /IIl.a Perundang- Hukum
NIP.199911042025061014 undangan
14 Susilawati, S.H. Ahli Pertama Penata Pemberitaan
" | NIPPPK. 199509092024242044 |  Kelola Pemilu cmbe
M. Arif Salahuddin, A.Md. Pengelola Layanan )
15. D fi
> | NIPPPK. 199308282025211020 Operasional esain Grafis
Yunita Trihastuti, S.E. Kasubbag Penaceunciawab
16. | Penata Tingkat I/III.d Perencanaan, Data Ji?iln g]an
NIP. 197506202006042030 dan Informasi g
Pangun Raun. D, S.Kom. Penata Kelola Pelaksana
17. | Penata Muda/Ill.a Sistem dan ;
Jaringan

NIP. 199401062025061003

Teknologi Informasi
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JABATAN DALAM JABATAN
NO NAMA DINAS DALAM TIM
1 2 3 4
P Kelol
Indah Wahyuning Ati, S.Kom. el.'lata clola Pelaksana
18. Penata Muda /IIl.a Sistem dan Jaringan
' Teknologi Informasi g
P M i
Muna Surya Nabila, S.H. er;{y;l;;l; d:;en
19. | Penata Muda/ Ill.a p ndan Operator JDIH
NIP.20011224202506200 cruncang
undangan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

RUDY PRATIKNO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi

HENDRA SURYANA

an Hubungan Masyarakat
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